



A. Latar Belakang Masalah 
  Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, 
berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai 
dengan kursus bahasa inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. 
Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya 
terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN 
dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang 
dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah 




  Dalam masa kini, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi 
sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan 
kesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat, setiap kegiatan-kegiatan 
yang berhubungan dengan publik, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi ini. 
Tak terkecuali kegiatan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan 
adanya teknologi ini juga dapat mewujudkan good governance. 
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Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good governance adalah 
dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun 
pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut 
dengan e-government. Pencanangan e-government di Indonesia, baru dimulai dan 
diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Intruksi Presiden 
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan 
Informatika), yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan 




Penerapan e-Government merupakan suatu mekanisme yang dapat 
diterapkan oleh pemerintah untuk menjawab segala permasalahan berkenaan 
dengan pelayanan publik bagi masyarakat. Teknologi informasi  dan komunikasi 
merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat dan dapat 
dimanfaatkan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Melalui penerapan 
electronic government (e-governmant) dapat di cegah terjadinya mal administrasi 
dalam  pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi 
pemerintah yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
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Hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan 
Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam Country Procurement Assesment 
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Report (CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa 10%-50% pengadaan barang 
dan jasa mengalami kebocoran. Temuan terebut memperkuat sinyalemen bahwa 
30% pinjaman bank dunia dikorupsi, diindikasikan salah satu modus korupsinya 
lewat mekanisme pengadaan barang dan jasa.
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Penerapan e-government yang telah dilakukan pemerintah Indonesia 
beberapa tahun belakangan ini adalah melalui electronic procurement (e-
procurement). E-procurement merupakan salah satu layanan e-government yang 
merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya 
dilakukan secara elektronik, berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas 
teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara 
elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE). Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang 
dan jasa, semua instansi-instansi pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan 
e-procurement pada tahun 2012. Melalui e-procurement telah terjadi efisiensi 
penggunaan anggaran instansi pemerintah sebesar11% pada tahun 2010, dan 
berhasil menghemat 14%. Contoh lainnya adalah pada Pemerintah kota Surabaya 
dimana memperoleh efisiensi anggaran hingga 10% karena adanya standarisasi 
harga dan analisa standar belanja, efisiensi terhadap alokasi yang telah ditetapkan 
hingga 25%, terencananya proses pengadaan barang/jasa, dan pelaporan yang 
jelas atas kegiatan dan penyerapan anggaran dapat diakses oleh pimpinan dan 
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masyarakat secara terbuka dan kapan saja melalui internet. Dari sisi penyedia 
barang dan jasa, implementasi e-procurement kota Surabaya mampu memberikan 




Hasil Penelitian pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Kutai Kartanegara 
hingga saat ini belum berjalan dengan baik.
6
 Demikian halnya penerapan e-
procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang 
berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal.
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Perkembangan teknologi saat ini sudah seharusnya dijadikan suatu momen 
bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan transparansi dan 
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi 
mengenai segala kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo seperti halnya 
penerapan sistem informasi yang di sebut e-lelang. E-lelang adalah sebuah sistem 
yang akan mengadakan proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, 
tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen 
pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran 
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yang telah ditetapkan. E-lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa 
yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan 
evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang 
atau jasa melalui e-lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan 
variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan non konstruksi. e-lelang 
terdiri dari e-lelang Umum (Regular e-Tendering) dan e-Penerimaan Berulang 
(Reverse e-Tendering). 
Pelaksanaan e-lelang di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri dijalankan 
oleh Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit 
kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 
Sukoharjo. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan 
pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau 
Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara 
elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan 
fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani 
registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang 
bersangkutan.  
Sesuai dengan pengoprasian Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
9
, 
Proses pendaftaran e-lelang di Kabupaten Sukoharjo ini memiliki dua tahap 
pendaftaran bagi peserta yang akan mengikuti pelaksanaan e-lelang. Tahap 
pertama yang dilakukan para penyedia barang/jasa yaitu, dengan melakukan 
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pendaftaran di website resmi LPSE Kabupaten Sukoharjo dengan mengikuti 
langkah-langkah yang telah di tentukan. Setelah selesai melakukan Pendaftaran 
di website LPSE Kabupaten Sukoharjo, peserta diharuskan untuk mendatangi 
langsung kantor LPSE Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan Pimpinan 
perusahaan atau mendatangkan orang yang mendapat kuasa dari Pimpinan 
perusahaan untuk menyerahkan berkas yang akan diperiksa oleh verifikator 
untuk disesuaikan dengan data yang telah dikirimkan melalui pendaftaran yang 
dilakukan di website LPSE Kabupaten Sukoharjo.  
Masalah yang terjadi pada penyelenggaran e-lelang di Kabupaten Sukoharjo, 
bahwa hambatan untuk para calon peserta lelang dalam mengikuti pelaksanaan 
lelang yaitu mengenai jaringan internet yang kurang memadai yang 
mengakibatkan sulitnya untuk meng-upload dokumen yang akan dikirimkan ke 
LPSE Kabupaten Sukoharjo melalui Website LPSE Kabupaten Sukoharjo atau 
pengiriman dokumen melalui e-mail masih sering terjadi kegagalan pengiriman 
yang disebabkan lemahnya jaringan internet yang digunakan peserta lelang 
dalam mengikuti e-lelang. Informasi pelayanan dapat dilihat langsung di website 
LPSE Kabupaten Sukoharjo, pada kenyataanya, dalam melakukan pendaftaran, 
para calon penyedia barang/jasa masih merasa kesulitan. Proses pendaftaran yang 
masih berbelit-belit, dimana calon penyedia barang/jasa Pemerintah diharuskan 
mendownload informasi mengenai prosedur pendaftaran. Kemudahan bagi 
masyarakat yang terbiasa dengan media elektronik dan internet, namun hambatan 
bagi masyarakat yang tidak tebiasa dengan media elektronik dan internet. Tidak 
mudah dalam menerapkan sebuah teknologi baru. Penerapan E-Government di 
Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal dalam pengimplementasiannya 
divusi inovasi harus diterapkan secara bertahap hal ini seperti yang jelaskan 
dalam penelitian Juan Carlos yang menyebutkan bahwa penerapan e-
procurement justru malah menganggu jalannya proses lelang hal ini dikarenakan 
ketidaksiapan organisasi, sumber daya manusia dan sumber daya lain yang belum 
dapat dipenuhi oleh pemerintah.
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Penulis tertarik untuk melakukan  penelitian mengenai Pengadaan 
barang/jasa yang diadakan oleh pemerintah di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan 
tidak mudah untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru terlebih dalam hal 
penggunaan teknologi informasi seperti halnya e-procurement.  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di 
Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-
procurement) ? 
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan  lelang pengadaan 
barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah  adanya Peraturan Presiden 
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Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-
procurement) dan bagaimanakah solusinya ? 
  
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk 
lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana 




1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang 
dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah adanya Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah (e-procurement). 
b. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kebijakan  lelang 
pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah  adanya 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 
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2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum 
khususnya Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister 
di bidang Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 
baik yang bersifat praktis maupun teoritis. 
1. Dari segi praktis 
a. Menambah ilmu dan pengetahuan penulis di bidang penelitian karya 
ilmiah khususnya bidang hukum serta menjadi sarana bagi penulis untuk 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada 
program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 
bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang 
akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum kebijakan publik 
sehingga dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk lebih 
jauh mengetahui perbandingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
sebelum dan sesudah adanya kebijakan tentang e-procurement dan 
implementasinya di lapangan untuk diketahui dan diselesaikan 
kendalanya.  
b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum 
secara teoritis khususnya dalam melihat kendala dalam pelaksanaan e-
procurement di Kabupaten Sukoharjo. 
 
 
 
 
 
 
 
